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terdiri dari personalia yang profesional 
dan bereƟ ka, organisasi yang kapabel 
dan berdaya guna, serta peradilan yang 
bebas dan berhasil guna. Semuanya ini 
adalah sebagian prasyarat konsepsional 
yang paling di butuhkan dalam konteks 
Indonesia  saat ini.

Sayangnya, keƟ ka memasuki 
tataran implementasi-sosiologis, selain 
tampak dengan jelas berbagai hal yang 
menggembirakan, terlihat pula adanya 
“peminggiran” peran hukum dalam 
upaya mencapai kemajuan bangsa yang 
telah dicanangkan. Di dalam berbagai 
arena pergulatan hidup masyarakat, 
terkadang dengan mudah kita temui 
atau rasakan kemandulan peran dan 
fungsi hukum. Sejumlah fenomena 
di permukaan menunjukkan bahwa 
Indonesia masih jauh dari paradigma 
sebuah negara hukum. Barangkali, 
kata kunci “kesenjangan” lebih bisa 
membantu untuk menjelaskan secara 
jernih posisi hukum kita, yakni adanya 
kesenjangan antara hukum secara teori 
(das sollen) dan hukum secara empiris 
(das sein).

Peranan hukum dalam 
pembangunan ekonomi dan modernisasi 
masih saja diperdebatkan. Perdebatan 
ini merupakan sebagian dari perdebatan 
yang lebih luas, tentang peranan hukum 
di dalam masyarakat. Lembaga hukum 
adalah salah satu di antara lembaga/
pranata-pranata sosial, seperƟ  juga 
halnya keluarga, agama, ekonomi, perang 
atau lainnya. Hukum bagaimanapun 
sangat dibutuhkan untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat di dalam segala 
aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, 
kehidupan poliƟ k, budaya, pendidikan 
apalagi yang tak kalah penƟ ngnya 
adalah fungsinya atau peranannya dalam 
mengatur kegiatan ekonomi.Dalam 
kegiatan ekonomi inilah justru hukum 
sangat diperlukan karena sumber-
sumber ekonomi yang terbatas disatu 
pihak dan Ɵ dak terbatasnya permintaan 
atau kebutuhan akan sumber ekonomi 
dilain pihak sehingga konfl ik antara 
sesama warga dalam memperebutkan 
sumber-sumber ekonomi tersebut akan 
sering terjadi.3

Peranan hukum tersebut haruslah 
terukur sehingga Ɵ dak memaƟ kan 
inisiaƟ f dan daya kreasi manusia yang 
menjadi daya dorong utama dalam 
pembangunan ekonomi. Oleh karenanya 

3  Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan 
Ekonomi. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

Ɵ mbul pertanyaan sampai sejauh 
mana hukum harus berperan, dengan 
cara bagaiamana hukum itu harusnya 
berperanan dan kepada siapa hukum 
itu mendelegasikan peranannya dalam 
kegiatan nyata dari peri kehidupan 
ekonomi warganya. Hal yang terakhir 
ini perlu diperjelas karena hukum itu 
sendiri merupakan adagium yang abstrak 
meskipun dinyatakan dalam simbol-
simbol bahasa yang lebih dapat bersifat 
akƟ f dan nyata bila dilakukan oleh suatu 
insƟ tusi atau lembaga yang ditunjuknya. 
Sebagaimana disebutkan di atas negara 
yang sekarang ini disebut negara-negara 
maju menempuh pembangunanannya 
melalui Ɵ ga Ɵ ngkat: 

a. unifi kasi, industrialisasi, dan negara 
kesejahteraan. Pada Ɵ ngkat pertama 
yang menjadi masalah berat adalah 
bagaimana mencapai integtarsi 
poliƟ k untuk menciptakan persatuan 
dan kesatuan nasional. 

b. Tingkat kedua, perjuangan untuk 
pembangunan ekonomi dan 
modernisasi poliƟ k. 

c. Akhirnya dalam Ɵ ngkat keƟ ga, 
tugas negara yang terutama adalah 
melindungi rakyat dari sisi negaƟ f 
industrialisasi, membetulkan 

kesalahan pada tahap sebelumnya, 
dengan menekankan kesejahteraan 
masyarakat. 

Tingkat-Ɵ ngkat tersebut dilalui 
secara berurutan (consecuƟ ve) 
dan memakan waktu relaƟ f lama. 
Persatuan Nasional adalah prasyarat 
untuk memasuki tahap industrialisasi. 
Industrialisasi merupakan jalan untuk 
mencapai negara kesejahteraan.  

Kaitannya dengan persatuan dapat 
ilustrasikan bahwa disintegrasi bangsa 
yang dialami Indonesia dewasa ini lebih 
banyak dikarenakan Ɵ adanya pembagian 
kekuasaan dan keuangan yang seimbang 
antara Pusat dan Daerah di masa lalu. 
Disamping itu pelanggaran Hak - Hak 
Asasi dan perusakan lingkungan telah 
turut mendorong keinginan sementara 
pihak untuk memisahkan diri. Pergolakan 
daerah-daerah yang pernah terjadi 
pada tahun 1950-an antara lain juga 
disebabkan terƟ nggalnya pembangunan 
setempat, pelaksanaan otonomi yang 
tak kunjung Ɵ ba, pembagian wewenang 
dan keuangan antara pusat dan daerah.4 

4 R.Z. Leirissa. PRRI-PERMESTA. (Jakarta : PT. Pusta-
ka Utama Graffi  ti, 1991). H.49-52. 86 88,97. Lihat juga 
Richard Mann, (Alih Bahasa Maria Irawati Yulianto, 
SS). Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta 
Handal Niaga Pustaka. 1999). Hal. 215-225
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BALI PACKAGE DAN DAMPAKNYA 
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN NASIONAL

A. Latar Belakang

Hampir setahun berlalu sejak penyelenggaraan Konferensi Tingkat 
Menteri (KTM) World Trade OrganizaƟ on (WTO) IX yang diselenggaraan di 
Bali tanggal 3-6 Desember 2014. PerisƟ wa ini merupakan perisƟ wa bersejarah 
untuk Indonesia terutama sebagai anggota WTO yang menyelenggarakan 
KTM WTO dimana penyelenggaraan kali ini menghasikan sebuah keputusan 
besar yang lama tertunda akibat Ɵ dak ditemukannya Ɵ Ɵ k kesepakatan antara 
Negara-negara anggota WTO. Konferensi yang dihadiri 1249 delegasi anggota 
WTO dan 104 delegasi seƟ ngkat Menteri, dan menggenapkan keanggotaan 
Negara-Negara WTO menjadi 160 negara1, telah berhasil mengukir sejarah.2 
“We did it, We achieved what many said could not be done,” begitulah 
pernyataan kegembiraan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Gita 
Wirjawan pada penutupan konferensi tersebut.

1 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_04dec13_e.htm
2 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.htm

Oleh: Widdiyanti Dwi Maynarni SH., MH
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Namun keberhasilan ini tentulah bukan milik Indonesia 
sebagai Negara penyelenggara semata, melainkan sejarah bagi 
dunia Internasional karena telah menyelesaikan kesepakatan 
pertama yang dihasilkan WTO setelah perundingan Doha 
tahun 2001 silam. SeperƟ  dikuƟ p dalam pernyataan Direktur 
Jenderal WTO, Roberto Azevedo dalam situs WTO yang 
menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
WTO telah berhasil, dan menantang kepada semua negara 
anggota WTO untuk menunjukkan iƟ kad baiknya untuk 
menyelesaikan dan mengimplementasikan keberhasilan ini.3 

Namun segala sesuatu pasƟ lah memiliki dua sisi, bak 
sebilah pisau atau bak mata uang, selalu ada dua sisi, begitu 
pula hasil dari KTM WTO ini yang terkenal dengan Bali 
Package. Banyak yang tepuk tangan menyambutnya namun 
Ɵ dak sedikit yang mencerca hingga menghujatnya. Semua 
melebur menjadi satu mengukir sejarah perdagangan dunia 
yang melibatkan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Namun 
begitu, penyelenggaraan yang hampir melewaƟ  1 tahun 
penyelenggaraanya, Ɵ dak berhenƟ  dengan hasilnya. Ada hal-
hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara WTO termasuk 
Indonesia untuk untuk melaksanakan Bali Package tersebut.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah 
sejauh mana dampak hasil perundingan KTM WTO IX ini 
terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

C. Analisa Hukum

Hasil dari KTM WTO ke IX adalah Bali Package yang 
tertuang dalam “Bali Ministerial DeclaraƟ on” dalam dokumen 
WT/MIN (13)/DEC4, dimana Bali Ministerial DeclaraƟ on terdiri 
dari 3 bagian, yaitu:

1. Regular work under the General Council;
Ini merupakan hasil dari pekerjaan General Council 
termasuk mandat yang diberikan pada KTM WTO ke 8 
yang hasilnya sebagai berikut:

a. TRIPS Non-violaƟ on and SituaƟ on Complaints-
Ministerial Decision-WT/MIN(13)/31-WT/L/906.

b. Work Programme on Electronic Commerce-
Ministerial Decision-WT/MIN(13)/32-WT/L/907.

c. Work Programme on Small Economies-Ministerial 
Decision-WT/MIN(13)/33-WT/L/908.

d. Aid for Trade-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/34-
WT/L/909.

e. Trade and Transfer of Technology-Ministerial 
Decision-WT/MIN(13)/35-WT/L/910.

Selain hasil tersebut diatas,  terdapat keputusan yang 
telah diambil di Jenewa terkait dengan mandat dari 

3 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_
07dec13_e.htm#dg

4 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/
balipackage_e.htm

KTM WTO ke 8, yaitu Decision adopted by the TRIPS Council 
concerning the extenƟ on of the transiƟ on period under ArƟ cle 
66.1 for Least Developed Country Members in document 
IP/C/64; dan Decision adopted by the General Council in July 
2012 on the Accesion of LDCs in document WT/L/508/Add.1

2. Doha Development Agenda;
HasilDoha Development Agenda, yaitu:

a. Trade FacilitaƟ on, Agreement on Trade FacilitaƟ on-
Ministerial Decision-WT/MIN(13)/36-WT/L/911.

b. Agriculture, yaitu:
1) General Services-Ministerial Decision-WT/

MIN(13)/37-WT/L/912;
2) Public Stockholding for Food Security Purposes-

Ministerial Decision-WT/MIN(13)/38-WT/L/913;
3) Understanding on Tariff  Rate Quota AdministraƟ on 

Provisions of Agricultural Products, as Defi ne 
in ArƟ cle 2 of the Agreement on Agriculture-
Ministerial Decision-WT/MIN(13)/38-WT/L/914;

4) Export CompeƟ Ɵ on-Ministerial Decision-WT/
MIN(13)/38-WT/L/915;

c. CoƩ on, Ministerial Decision-WT/MIN(13)/41-WT/L/916;
d. Development and LDC Issues, yaitu:

1) Preferental Rules of Origin for Least Developed 
Contries-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/42-
WT/L/917;

2) OperaƟ onalizaƟ on of the Waiver Concerning 
PreferenƟ al Treatment to Services and Service 
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A. Latar Belakang

Berbagai studi tentang hubungan 
hukum dan pembangunan ekonomi 
menunjukkan bahwa pembangunan 
ekonomi Ɵ dak akan berhasil tanpa 
pembaruan hukum. Dikatakan bahwa 
memperkuat insƟ tusi-insƟ tusi hukum 
adalah “precondiƟ on for economic 
change”, “crucial to the viability of 
new poliƟ cal systems”, and “an agent 
of social change”.1 Ahli-ahli ilmu sosial 
di Barat pada umumnya mencatat 
bahwa bangsa-bangsa menjalani Ɵ ga 
tahap pembangunan satu demi satu : 
“unifi caƟ on”, “industrializaƟ on” dan 
“social welfare”. Diakui parlemen, 
pengadilan dan para sarjana hukum 
di pemerintahan serta profesi hukum 
berperanan besar dalam Ɵ ap tahap 
pembangunan tersebut. Hukum, insƟ tusi 
hukum dan sarjana hukum, memainkan 
peranan yang penƟ ng untuk membawa 
perubahan kepada sisƟ m norma-norma 
dan nilai-nilai baru dalam Ɵ ap tahap 
pembangunan.2

Dalam pembahasannya hukum 
sendiri memiliki kekhususan dalam 
bidang ekonomi yang sering kita 
isƟ lahkan “Hukum Ekonomi” yang 
merupakan terjemahan dari Economisch 
Recht (Belanda) atau Economic Law 
(Amerika). Sekalipun demikian, 
pengerƟ an atau konotasi Economisch 
Recht di Belanda ternyata berbeda 
dengan arƟ  Economic Law di Amerika 
Serikat. Sebab pengerƟ an Economisch 
Recht (Belanda) sebenarnya berasal dari 
isƟ lah Droit E’conomique (Perancis) yang 
sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang 
setelah Perang Dunia Kedua berkembang 
menjadi Droit de l’economie. Adapun 
Droit E’conomique adalah kaidah-kaidah 
hukum Administrasi Negara (terutama 

1 L. Michael Hager, “Th e Rote of Lawyers in Developing 
Countries”, 58 ABAJ 33 (1972)., Lihat juga Katharina 
Pistor and Philip A. Wellons. et all. Th e Role of Law 
and Legal Institutions in Asian Economic Development 
1960-1995. (Hongkong : Oxford University Press, 1998), 
h. 36-37

2  Th omas M. Franck. “Th e New Development: Can Amer-
ican Law and Legal Institutions Help Developing Coun-
tries.”. Wisconsin Law Review No.3 (1972) h. 778

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN 
EKONOMI INDONESIA
Oleh: Eko Prilianto Sudradjat

Bagian Kedua

yang berasal dari kekuasaan eksekuƟ f) 
yang mulai sekitar tahun 1930an 
diadakan untuk membatasi kebebasan 
pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi 
bagi rakyat miskin, agar Ɵ dak hanya 
mereka yang berduit saja yang dapat 
memenuhi kebutuhannya akanpangan, 
tetapi agar rakyat petani dan buruh juga 
Ɵ dak akan maƟ  kelaparan. Krisis ekonomi 
dunia yang dikenal dengan nama 
“malaise” di tahun 1930an itulah yang 
mengakibatkan adanya koreksi terhadap 
faham “pasar bebas”, karena ternyata 
pemerintah Perancis merasa wajib 
untuk mengeluarkan peraturan Hukum 
Administrasi Negara yang menentukan 
harga maksimum dan harga minimum 
bagi bahan-bahan pokok maupun 
menentukan izin-izin Pemerintah yang 
diperlukan untuk berbagai usaha di 
bidang ekonomi, seperƟ  misalnya 
untuk membuka perusahaan, untuk 
menentukan banyaknya penanaman 
modal; dan didalam usaha apa modal 
ditanamkan; untuk mengimpor atau 
mengekspor barang, kemana, seberapa 
dan sebagainya. Peraturan peraturan 
Hukum Administrasi Negara seperƟ  itu 
dicakup dengan nama Droit E’conomique 
(atau Hukum Ekonomi dalam arƟ  sempit). 
Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, 
yaitu sekitar tahun 1945an, negara-negara 
Eropa yang harus membangun kembali 
negaranya dengan bantuan InternaƟ onal 

Bank for ReconstrucƟ on, PBB diwajibkan 
menyusun Rencana Pembangunan 
Lima Tahun yang mendasari keputusan 
IBRD untuk memberi bantuan kepada 
negaranegara yang bersangkutan. 
Persetujuan internasional antara IBRD 
dan negara penerima bantuan dituangkan 
dalam kebijaksanaan dan peraturan 
hukum Negara penerima bantuan untuk 
dilaksanakan, seperƟ  misalnya sampai 
kini juga terjadi di Indonesia sejak Orde 
Baru. Keseluruhan kebijaksanaan dan 
peraturan hukum yang Ɵ dak hanya 
terbatas pada Hukum Administrasi 
Negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal 
yang termasuk substansi Hukum Pidana, 
Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum 
Perdata Internasional, bahkan juga 
Hukum Acara Perdata dan Pidana, dicakup 
dengan nama Droit de l’Economique atau 
Hukum Ekonomi dalam arƟ  luas. 

B. Pembangunan Hukum Bidang 
Ekonomi

Pertanyaan mendasar kemudian 
adalah bagaimanakah posisi hukum 
di dalam pembangunan ekonomi 
Indonesia. Pada tataran ide normaƟ f, 
hukum secara tegas diletakkan sebagai 
pendorong pembangunan, khususnya 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan amanat ini, maka hukum 
tentu sangat memerlukan dukungan yang 
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Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah yang menentukan 
bahwa: Dalam melaksanakan kemitraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 para pihak mempunyai kedudukan 
hukum yang setara dan terhadap mereka 
berlaku hukum Indonesia. Pasal 26 
antara lain mengatur kemitraan dengan 
pola waralaba (Pasal 26 huruf c) dan 
dalam ketentuan tersebut berlaku juga 
hukum tentang pengaturan usaha seperƟ  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan PrakƟ k Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Waralaba merupakan strategi yang efekƟ f 
untuk mengembangkan jejaring bisnis 
suatu perusahaan secara luas dengan 
tetap menjaga kualitas produk dan Ɵ dak 
menghilangkan karakter perusahaan yang 
sudah menjadi ciri khas waralaba yang 
bersangkutan. Waralaba menjadi solusi 
bisnis yang efekƟ f dalam lingkungan 
persaingan bisnis yang makin ketat 
dan kondisi siklus produk yang pendek, 
pelaku usaha harus memiliki strategi 

untuk tetap berdaya saing. IdenƟ fi kasi 
keunggulan kekayaan intelektual dan 
penggunaannya secara tepat merupakan 
upaya yang sangat strategis untuk tetap 
mempertahankan daya saing bisnisnya. 
Waralaba merupakan salah satu strategi 
yang efi sien untuk mengkonversi 
kekayaan intelektual milik perusahaan 
menjadi laba sekaligus membuka jalan 
bagi usaha kecil dan menengah untuk 
dapat memperluas jaringan usahanya.

Oleh karena itu untuk menciptakan 
siklus usaha berbasis waralaba yang 
ideal diperlukan penerapan asas 
kebebasan berkontrak yang baik dan 
benar, serta menjalankan perjanjian 
waralaba yang telah dibuat dengan 
iƟ kad baik. Pemerintah perlu menyusun 
suatu ketentuan yang memberikan 
perlindungan terhadap pihak yang 
berpotensi dirugikan dari perjanjian 
waralaba seperƟ  penerima waralaba 
dan pelaku usaha lain yang berhubungan 
dengan pihak-pihak dalam waralaba. 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 6 tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengecualian Penerapan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap 
Perjanjian Yang Berkaitan Dengan 
Waralaba telah memberikan pengaturan 
mengenai bagaimana klausul-klausul 
ideal dalam perjanjian waralaba yang 
Ɵ dak beretentangan dengan konsepsi 
persaingan usaha, namun ketentuan 
tersebut belum mengatur secara tegas 
mengenai perlindungan hukum bagi 
penerima waralaba dan pihak terkait 
maupun sanksi yang tegas bagi pemberi 
waralaba yang Ɵ dak mematuhi klausul-
klausul yang diatur dalam pedoman 
tersebut, sehingga belum ada payung 
hukum yang kuat untuk menanggulangi 
potensi terjadinya pelanggaran terhadap 
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 dalam prakƟ k perjanjian 
waralaba di Indonesia.
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Suppliers of Least Developed Countries- 
Ministerial Decision-WT/MIN(13)/43-WT/L/918;

3) Duty Free and Quota Free (DFQF) Market Access 
for Least Developed Countries- Ministerial 
Decision-WT/MIN(13)/44-WT/L/919;

4) Monitoring Mechanism on Special and Diff erenƟ al 
Treatment-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/45-
WT/L/920;

3. Post Bali Work
Post Bali Work ini merupakan kesepakatan dari anggota 
WTO yang masih tertuang dalam Ministerial DeclaraƟ on 
dimana hal ini untuk memerintahkan kepada Trade 
NegoƟ aƟ ng CommiƩ ee untuk melanjutkan apa yang 
sudah menjadi kesepakatan di dalam Regular work under 
the General Council, dan terutama sebagai hasil Doha 
Development Agenda sebagaimana disebut dalam angka 2 
diatas.

Lalu apa yang menjadi kewajiban Indonesia sebagai salah 
satu negara anggota WTO? Tentu saja mengimplementasikan 
apa yang sudah tertuang dalam Ministerial DeclaraƟ on 
tersebut diatas. Bagaimana bentuk dari implementasi 
tersebut, tentu saja yang pertama harus dilakukan adalah 
dengan meraƟ fi kasi masing-masing dari perjanjian tersebut. 
Sebagai contoh, isu Trade FacilitaƟ on, yang tertuang dalam 
Agreement on Trade FacilitaƟ on tentu harus diraƟ fi kasi 
tersendiri dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden 
untuk kemudian dapat dituangkan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Nasional agar bisa dilaksanakan. 
Pun begitu dengan isu Agriculture, untuk bisa dilaksanakan 

tentu harus diraƟ fi kasi terlebih dahulu. Terlihat 
sederhana namun pada kenyataannya implementasi ini 
akan membutuhkan waktu yang Ɵ dak sebentar. Hal ini 
karena sebelum melakukan raƟ fi kasi harus dilihat lagi 
peraturan perundang-undangan apa saja yang harus 
diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang 
baru tersebut. Sebagai contoh dalam Agreement on 
Trade FacilitaƟ on, peraturan perundang-undangan apa 
saja yang harus disesuaikan dengan Agreement tersebut, 
misalnya Undang-Undang Kepabeanan dan segala 
turunannya, pengaturan mengenai Surat Keterangan 
Asal; pengaturan mengenai verifi kasi dan ketentuan 
ekspor-impor serta segala peraturan yang terkait dengan 
fasilitasi perdagangan dan penyederhanaan posedur 
ekspor dan impor. Bagaimana dengan dampak yang 
dihasilkan dari perjanjian mengenai agriculture salah 
satunya mengenai Public Stockholding for Food Security 
Purposes. Hal yang pertama harus dilakukan adalah 
menginventaris peraturan yang terkait dengan stok 
atas cadangan makanan atau bahan pangan. Salah satu 
peraturan yang harus dijadikan rujukan tentu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
dimana Undang-Undang ini mengatur juga tentang 
pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang 
kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu Indonesia juga 
memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan beserta turunannya. Oleh karenanya harus 
dipelajari lebih jauh keterkaitan Undang-Undang ini 
dengan hal-hal yang diatur dalam ministerial declaraƟ on 
tersebut.
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D. Kesimpulan

Konferensi Tingkat Menteri ke 9 Tahun 2013 sudah hampir setahun berlalu. Dampak atas apa yang dihasilkan dari konferensi 
tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu dampak posiƟ f maupuun dampak negaƟ fnya. Hal ini tentu 
disebabkan perjanjian yang dihasilkan dalam konferensi tersebut atau yang dikenal dengan Bali Package belum berlaku namun masih 
dalam proses implementasi di masing-masing Negara WTO.  Namun demikian hal tersebut bukan berarƟ  Indonesia harus bersantai-
santai atau berisƟ rahat panjang setelah turut berjuang membela kepenƟ ngan nasional dalam konferensi tersebut. Perjuangan belum 
berhenƟ  namun baru saja dimulai. Dampak posiƟ f atau negaƟ f yang nanƟ nya akan dihasilkan tentu tergantung dari sejauh mana 
upaya yang dilakakukan oleh Indonesia dalam menselaraskan Bali Package dengan peraturan perundag-undangan nasional, sehingga 
dapat mengambil manfat sebesar-besarnya dari Bali Package tersebut. 
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waralaba, keadaan tersebut dapat 
menciptakan persaingan usaha yang 
Ɵ dak seimbang sehingga Ɵ dak dapat 
dikenakan pengecualian terhadap 
penerapan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999.

4. Perjanjian eksklusif (“Exclusive 
Dealing”)

 Dalam perjanjian waralaba, pemberi 
waralaba memiliki kepenƟ ngan 
untuk menjaga kualitas produk 
barang dan jasa miliknya, pemberi 
waralaba dapat memberikan  
pengaturan agar penerima waralaba 
mengikat perjanjian eksklusif dengan 
pihak keƟ ga yang ditunjuk oleh 
pemberi waralaba sebagai pemasok 
barang atau jasa bagi penerima 
waralaba, perjanjian eksklusif 
antara penerima waralaba dengan 
pihak keƟ ga tersebut sebenarnya 
bukan merupakan pelanggaran 
asalkan perjanjian tersebut Ɵ dak 
dalam kategori perjanjian mengikat 
yang dilarang menurut ketentuan 
yang berlaku. Namun demikian, 
perlu dipahami bahwa perjanjian 
pasokan yang demikian juga dapat 
menghambat persaingan karena 
dapat membatasi pelaku usaha lain 
untuk dapat ikut memasok kepada 
penerima waralaba. Oleh karena itu 
seƟ daknya penerima waralaba juga 
diberi kesempatan untuk memilih 
sendiri pemasok mereka dengan 
persetujuan dari pemberi waralaba. 
Persetujuan tersebut dapat diperoleh 
setelah melalui hasil pengujian dan 
survey yang dilakukan oleh pemberi 
waralaba untuk memasƟ kan apakah 
barang atau jasa tersebut dapat 
mewakili kualitas dari barang dan 
jasa menurut standar yang diinginkan 
pemberi waralaba. Selain itu perlu 
diketahui bahwa kewajiban untuk 
membeli produk lain yang bukan 
menjadi bagian dari paket waralaba 
Ɵ dak dikecualikan dari penerapan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999.

5. Larangan Penjualan melalui Internet 
dan Penjualan setelah berakhirnya 
Perjanjian

 Biasanya pemberi waralaba Ɵ dak 
melarang penerima waralaba untuk 

memiliki website/ webstore dengan 
ketentuan dan persyaratan tertentu 
untuk kepenƟ ngan promosi dan citra, 
namun beberapa pemberi waralaba 
dapat memberikan pengaturan untuk 
melarang hal tersebut karena dapat 
dikategorikan sebagai penjualan 
secara pasif sehingga dapat beresiko 
menimbulkan kerugian bagi pemberi 
waralaba karena dikategorikan 
sebagai suatu kegiatan usaha yang 
sama sehingga dapat bersaing dengan 
jaringan waralaba, begitu juga dengan 
larangan bagi penerima waralaba yang 
kontrak waralabanya telah berakhir, 
dilarang untuk membentuk usaha yang 
sifat usahanya sama dengan usaha 
dalam perjanjian waralaba. Larangan 
tersebut dimaksudkan sebagai bentuk 
perlindungan HAKI pemilik waralaba 
dan menjaga reputasi waralaba, 
khususnya bila penerima waralaba 
sudah memiliki pengetahuan “know 
how” mengenai sistem bisnis pemberi 
waralaba. Namun hambatan untuk 
melakukan kegiatan usaha yang 
sama tersebut dalam jangka panjang 
dapat berakibat pada terhambatnya 
persaingan usaha dan kemajuan 
teknologi. Untuk itu ketentuan untuk 
Ɵ dak melakukan kegiatan usaha yang 
sama dengan usaha waralaba dalam 
jangka waktu yang panjang Ɵ dak 
dikecualikan dari ketentuan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 karena 
dapat berimplikasi negaƟ f terhadap 
pertumbuhan pasar. 

Beberapa isu diatas tentunya dapat 
mendorong monopoli dan/ atau 
persaingan usaha Ɵ dak sehat yang 
tentunya Ɵ dak termasuk dalam kategori 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
anƟ  persaingan usaha karena perjanjian 
yang dikecualikan menurut pasal 50 
huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 adalah perjanjian yang mengatur 
sistem waralaba dan pengalihan lisensi 
dari pemberi waralaba kepada penerima 
waralaba. Sedangkan mengenai 
perjanjian yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan 
persaingan usaha Ɵ dak sehat walaupun 
berkaitan dewngan waralaba Ɵ dak 
termasuk yang dikecualikan.

Oleh karena itu, jika dalam perjanjian 
yang berkaitan dengan waralaba 
terdapat unsur yang ternyata dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan usaha 
Ɵ dak sehat, maka ketentuan Undang-
undang nomor 5 Tahun 1999 tetap 
dapat diterapkan kepada pelaku usaha 
yang mengadakan perjanjian tersebut. 
Penerapan ketentuan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut pada 
prinsipnya sejalan dengan ketentuan 
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